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 Abstract  

 

The widespread practice of unregistered marriage (pernikahan siri) in society raises legal 

issues, particularly regarding the status and inheritance rights of children born from such 

marriages. Although an unregistered marriage is considered valid under Islamic law 

when it fulfills the pillars and requirements of marriage, it does not receive 

administrative recognition under state law because it is not officially registered, thereby 

creating uncertainty regarding the fulfillment of children’s inheritance rights. This study 

aims to analyze the status of the inheritance rights of children born from unregistered 

marriages according to Islamic inheritance jurisprudence (fiqh al-mawarith) and examine 

the application of wasiat wajibah as a positive-law solution, as stipulated in Supreme 

Court Circular Letter Number 3 of 2023. The study employed a normative legal method 
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with a qualitative approach through a literature review of Islamic jurisprudential 

literature, scholarly opinions, the Compilation of Islamic Law, and relevant laws and 

regulations. The findings indicate that children born from unregistered marriages retain 

inheritance rights under Islamic law because their lineage is considered legitimate when 

their parents’ marriage has fulfilled the pillars and requirements of marriage. However, 

within the context of positive law, these children do not directly acquire inheritance 

rights; therefore, the fulfillment of their rights is pursued through wasiat wajibah. The 

application of wasiat wajibah is regarded as an effort to realize public benefit and social 

justice, although conceptually it is not entirely consistent with the principles of 

inheritance distribution in Islamic inheritance jurisprudence. This study concludes that 

Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 provides an alternative form of legal 

protection for children born from unregistered marriages through wasiat wajibah, while 

also demonstrating differences in legal construction between Islamic law and positive 

law in determining children’s inheritance rights. These findings contribute to the 

development of Islamic family law studies and may serve as a conceptual foundation 

for formulating more equitable protection of children’s civil rights. 

Keywords: SEMA Number 3 of 2023; Unregistered Marriage; Wasiat Wajibah; 

Children’s Inheritance Rights; Islamic Inheritance Jurisprudence 

 

Abstrak: Maraknya praktik pernikahan siri di masyarakat menimbulkan persoalan hukum, khususnya 

mengenai kedudukan dan hak waris anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Meskipun 

pernikahan siri dipandang sah menurut syariat Islam apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, 

pernikahan tersebut tidak memperoleh pengakuan administratif dalam hukum negara karena tidak 

dicatatkan secara resmi sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap pemenuhan hak waris anak. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hak waris anak yang lahir dari pernikahan siri 

menurut fikih mawaris serta mengkaji penerapan wasiat wajibah sebagai solusi hukum positif 

sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Penelitian 

menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan 

terhadap literatur fikih, pendapat ulama, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-

undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan 

siri tetap memiliki hak waris menurut hukum Islam karena hubungan nasabnya dipandang sah apabila 

perkawinan orang tuanya telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, dalam konteks hukum 

positif, anak tersebut tidak memperoleh hak waris secara langsung sehingga pemenuhan haknya 

diarahkan melalui wasiat wajibah. Penerapan wasiat wajibah dipandang sebagai upaya mewujudkan 

kemaslahatan dan keadilan sosial, meskipun secara konseptual belum sepenuhnya selaras dengan 

prinsip pembagian waris dalam fikih mawaris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 memberikan alternatif perlindungan hukum terhadap anak 

yang lahir dari pernikahan siri melalui wasiat wajibah, sekaligus menunjukkan adanya perbedaan 

konstruksi antara hukum Islam dan hukum positif dalam menentukan hak waris anak. Temuan ini 

berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan dapat menjadi landasan 

konseptual dalam merumuskan perlindungan hak keperdataan anak secara lebih adil. 

Kata Kunci: SEMA Nomor 3 Tahun 2023; Pernikahan Siri; Wasiat Wajibah; Hak Waris Anak; Fikih 

Mawaris 
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PENDAHULUAN 

Sistem kewarisan merupakan bagian penting dalam struktur hukum yang mengatur 

keberlangsungan ekonomi dan tatanan sosial masyarakat (Rahman & Saputra, 2025; Ropiah, 

2025). Di Indonesia, hukum kewarisan dipengaruhi oleh tiga sistem hukum, yaitu hukum 

Islam, hukum adat, dan hukum perdata (Ernik et al., 2023; Abidin et al., 2024). Masing-

masing sistem memiliki karakteristik dan asas yang berbeda sehingga pelaksanaannya sering 

menimbulkan dinamika dalam praktik hukum. Seiring perkembangan globalisasi dan 

perubahan sosial masyarakat, muncul berbagai persoalan hukum yang menuntut adanya 

pembaruan dalam sistem kewarisan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang 

semakin kompleks (Fada, 2024; Hidayat et al., 2025; Kafutra & Novel, 2025). 

Salah satu persoalan yang hingga kini masih menjadi perdebatan ialah mengenai 

kedudukan hak waris anak yang lahir dari pernikahan siri (Masitoh, 2019; Anastasia & Purwo, 

2026). Dalam perspektif syariat Islam, pernikahan siri dinilai sah apabila telah memenuhi 

rukun dan syarat perkawinan, meskipun tidak dicatatkan oleh negara. Sebaliknya, menurut 

hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif yang wajib 

dipenuhi sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memperoleh pengakuan hokum 

(Firdaus  & Maskur, 2024; Rismah et al., 2026). Akibatnya, berbagai hak keperdataan yang 

lahir dari perkawinan tersebut, termasuk hak waris anak, menjadi tidak terlindungi secara 

optimal  

Dalam hukum kewarisan Islam, hubungan nasab merupakan sebab utama seseorang 

memperoleh hak waris sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 (Naskur, 2016; 

Hasanah, 2025). Anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut syariat tetap memiliki 

hubungan nasab dengan ayahnya sehingga secara prinsip berhak memperoleh bagian warisan 

(Syahputra, 2025). Akan tetapi, dalam praktik hukum positif Indonesia, status hukum anak 

dari pernikahan siri tidak secara otomatis memperoleh kedudukan sebagai ahli waris karena 

perkawinan orang tuanya tidak memiliki kekuatan hukum administrasi. Perbedaan antara 

hukum Islam dan hukum positif tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang 

memerlukan solusi agar hak-hak anak tetap memperoleh perlindungan (Ritonga, 2021; 

Zahro'ul, 2024). 

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak hasil pernikahan siri, Mahkamah 

Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023. Dalam 

ketentuan tersebut ditegaskan bahwa anak biologis yang lahir dari perkawinan yang sah 
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menurut agama tetapi belum dicatatkan secara administrasi negara dapat diberikan bagian 

melalui mekanisme wasiat wajibah. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan 

terbaik bagi anak serta memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak keperdataannya 

(Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2024). 

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas reformasi hukum waris Islam, 

perlindungan hak anak hasil pernikahan siri, konsep wasiat wajibah, maupun implementasi 

SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Penelitian Ahmad Bunyan Wahib  mengkaji reformasi hukum 

waris di negara-negara Muslim, sedangkan (Ritonga, 2021) membahas konsep wasiat wajibah 

dalam hukum kewarisan Islam. Penelitian (Zahro'ul, 2024) mengulas perlindungan hak waris 

anak hasil pernikahan siri menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif Indonesia, 

sementara (Kafi, 2024) mengkaji pembaruan hukum wasiat wajibah bagi anak kandung dari 

perkawinan yang tidak dicatatkan. Selain itu, (Kurniawan, 2024) lebih memfokuskan 

kajiannya pada implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam perkara perceraian di 

Pengadilan Agama. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus 

mengkaji penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai pemberian hak waris kepada 

anak hasil pernikahan siri melalui wasiat wajibah apabila dianalisis berdasarkan perspektif 

fiqih mawaris. 

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis 

mengenai kesesuaian pemberian hak waris kepada anak hasil pernikahan siri melalui 

mekanisme wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dengan 

prinsip-prinsip fiqih mawaris. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori kewarisan Islam 

yang menjadikan hubungan nasab sebagai sebab utama kewarisan, konsep wasiat wajibah, 

serta teori maslahah mursalah sebagai landasan dalam memahami kebijakan hukum yang 

bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kebijakan tersebut dengan 

prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam sekaligus menjelaskan bentuk perlindungan hukum 

yang diberikan kepada anak hasil pernikahan siri dalam sistem hukum positif Indonesia. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif normatif (normative legal 

research) yang bertujuan untuk mengkaji kedudukan hak waris anak yang lahir dari 

pernikahan siri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 
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angka 3 dalam perspektif fikih mawaris. Penelitian difokuskan pada analisis norma hukum, 

asas-asas hukum Islam, serta ketentuan hukum positif yang mengatur hak kewarisan anak 

hasil pernikahan siri. 

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

studi kepustakaan (library research). Penelitian dilakukan melalui penelaahan secara sistematis 

terhadap berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan 

menganalisis ketentuan hukum mengenai hak waris anak hasil pernikahan siri berdasarkan 

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip fikih 

mawaris. 

Partisipan dalam penelitian ini tidak melibatkan responden atau informan karena 

penelitian bersifat normatif. Oleh sebab itu, teknik sampling tidak digunakan. Objek 

penelitian berupa dokumen hukum dan literatur yang dipilih secara purposif sesuai dengan 

fokus penelitian, meliputi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, Kompilasi 

Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta 

perubahannya, kitab-kitab fikih mawaris, buku ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, 

serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sebagai instrumen utama 

(human instrument) dengan bantuan pedoman dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan 

melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan, yaitu dengan mengidentifikasi, membaca, 

mengkaji, mengklasifikasikan, serta mencatat berbagai data yang berasal dari peraturan 

perundang-undangan, literatur fikih, putusan atau kebijakan hukum, buku referensi, artikel 

ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. 

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi (content 

analysis) dengan pendekatan induktif. Data yang telah terkumpul direduksi, diklasifikasikan 

berdasarkan tema penelitian, kemudian dianalisis melalui penafsiran terhadap norma hukum 

positif dan hukum Islam. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan secara sistematis 

mengenai kesesuaian pemberian hak waris melalui wasiat wajibah kepada anak hasil 

pernikahan siri berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam perspektif fikih mawaris. 

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, yaitu Mei sampai Juli 2026, 

yang meliputi tahap penyusunan proposal, pengumpulan bahan hukum dan literatur, analisis 

data, hingga penyusunan laporan penelitian. 
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HASIL 

Penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri memiliki 

kedudukan yang berbeda menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam 

perspektif fiqih mawaris, anak dari pernikahan siri tetap mempunyai hubungan nasab yang 

sah dengan ayahnya sehingga berhak memperoleh hak waris sebagaimana anak yang lahir dari 

pernikahan yang tercatat. Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia, karena pernikahan 

tidak dicatatkan secara resmi, anak tersebut tidak diakui sebagai ahli waris secara langsung 

sehingga hak atas harta peninggalan diberikan melalui mekanisme wasiat wajibah 

sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Penerapan wasiat wajibah 

dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan terbaik anak sekaligus 

upaya mewujudkan kemaslahatan sosial. 

Penelitian menemukan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 diterbitkan sebagai 

pedoman bagi hakim dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak hasil 

pernikahan siri. Meskipun SEMA memiliki kekuatan sebagai pedoman teknis peradilan, 

penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan penerapan antar 

tingkat peradilan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai substansi SEMA, serta 

perlunya sosialisasi yang lebih luas agar implementasinya berjalan efektif. Penelitian juga 

menunjukkan bahwa itsbat nikah merupakan solusi hukum yang dapat ditempuh agar 

pernikahan memperoleh pengakuan negara sehingga anak memperoleh status hukum dan 

hak waris secara penuh. 

Visualisasi hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kedudukan hak waris 

anak yang lahir dari pernikahan siri berdasarkan dua sistem hukum. Dalam perspektif fiqih 

mawaris, anak dari pernikahan siri tetap memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayahnya 

sehingga berhak memperoleh hak waris secara langsung sebagaimana ketentuan hukum 

Islam. Sementara itu, dalam perspektif hukum positif Indonesia, pernikahan siri yang tidak 

dicatatkan tidak memperoleh pengakuan hukum negara sehingga anak tidak secara otomatis 

diakui sebagai ahli waris. Untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut, 

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memberikan solusi melalui mekanisme wasiat wajibah sebagai 

dasar pemberian bagian harta peninggalan. Dengan demikian, visualisasi hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa fiqih mawaris menempatkan hubungan nasab sebagai dasar utama 

hak waris, sedangkan hukum positif menitikberatkan pada legalitas pencatatan perkawinan 
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sehingga pemberian hak kepada anak hasil pernikahan siri dilakukan melalui mekanisme 

wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan hukum dan upaya mewujudkan kemaslahatan. 

Penelitian menemukan adanya perbedaan antara ketentuan fiqih mawaris dengan 

hukum positif. Dalam fiqih mawaris, pemberian hak melalui wasiat wajibah kepada anak 

kandung dinilai tidak sesuai karena anak kandung telah memiliki hak waris berdasarkan 

hubungan nasab. Namun dalam hukum positif Indonesia, mekanisme wasiat wajibah 

digunakan sebagai solusi untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak hasil 

pernikahan siri yang belum memperoleh pengakuan sebagai ahli waris. Selain itu, penelitian 

mengidentifikasi bahwa penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berpotensi menimbulkan 

inkonsistensi putusan antar tingkat peradilan serta dikhawatirkan membuka peluang 

meningkatnya praktik pernikahan siri apabila dipahami secara keliru oleh masyarakat. 

 

PEMBAHASAN 

Tinjauan Hukum Positif terhadap Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri Berdasarkan 

Wasiat Wajibah 

Analisis hasil penelitian: (1) SEMA Nomor 3 Tahun 2023, SEMA Nomor 3 Tahun 

2023 diterbitkan sebagai pedoman bagi hakim dalam memberikan perlindungan hukum 

terhadap anak yang lahir dari pernikahan siri. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa 

anak biologis dari pernikahan yang sah menurut agama tetapi belum tercatat dapat 

memperoleh bagian harta peninggalan melalui mekanisme wasiat wajibah sebagai bentuk 

perlindungan hak anak (Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2024: 148). (2) Latar Belakang 

Munculnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Penerbitan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bertujuan 

memberikan keseragaman putusan hakim serta menjawab perkembangan persoalan hukum 

di masyarakat. Selain mengatur perkara perceraian, SEMA ini juga memberikan kepastian 

hukum bagi anak hasil pernikahan siri melalui pemberian wasiat wajibah. Namun, 

implementasinya masih menghadapi kendala, seperti perbedaan penerapan di tingkat 

peradilan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi SEMA (Kurniawan, 2024: 42–

45; Nihayah, 2025: 2–3). (3) Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Positif, Menurut hukum 

positif, pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatatkan secara resmi. 

Akibatnya, anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak memperoleh hak waris secara 

langsung. Untuk melindungi hak anak, hukum memberikan solusi melalui wasiat wajibah 

sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Selain itu, itsbat nikah dapat 
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ditempuh agar perkawinan diakui negara sehingga anak memperoleh hak waris secara penuh 

(Kafi, 2024). 

Hak Waris Anak Hasil Pernikahan Siri Berdasarkan Wasiat Wajibah Perspektif Fikih 

Mawaris 

Dalam perspektif fikih mawaris, anak yang lahir dari pernikahan siri tetap memiliki 

hubungan nasab dengan ayahnya apabila pernikahan memenuhi rukun dan syarat nikah. Oleh 

karena itu, hak waris timbul karena hubungan nasab, bukan karena pencatatan administrasi 

negara (Kamalia et al., 2025). 

Konsep wasiat wajibah pada dasarnya diberikan kepada pihak yang tidak memperoleh 

hak waris menurut hukum Islam. Karena itu, pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung 

hasil pernikahan siri dipandang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip fikih mawaris. 

Namun, dalam konteks hukum positif Indonesia, kebijakan tersebut merupakan bentuk 

ijtihad untuk menjaga kemaslahatan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak 

yang belum diakui sebagai ahli waris menurut hukum negara  

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara hukum 

Islam dan hukum positif. Fikih mawaris mengakui hak waris anak berdasarkan hubungan 

nasab, sedangkan hukum positif memberikan perlindungan melalui mekanisme wasiat 

wajibah. Kebijakan ini menjadi upaya negara dalam mewujudkan keadilan serta melindungi 

kepentingan terbaik anak, meskipun masih menimbulkan perbedaan pandangan dalam kajian 

hukum Islam. 

Implikasi temuan penelitian ini menunjukkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 

berupaya menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif melalui 

pendekatan kemaslahatan (maslahah mursalah). Kebijakan tersebut bertujuan melindungi 

hak-hak anak yang secara agama memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, tetapi secara 

administrasi negara belum memperoleh pengakuan sebagai ahli waris. Dengan demikian, 

penerapan wasiat wajibah dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan 

terbaik anak sekaligus sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. 

Beberapa keterbatasan penelitian. Pertama, kajian lebih banyak berfokus pada analisis 

normatif terhadap ketentuan hukum dan pandangan fikih sehingga belum mengkaji secara 

luas praktik implementasi putusan pengadilan mengenai pemberian wasiat wajibah kepada 

anak hasil pernikahan siri. Kedua, masih terdapat perbedaan penafsiran dalam penerapan 

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di berbagai tingkat peradilan sehingga efektivitas 
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pelaksanaannya belum sepenuhnya seragam. Ketiga, penelitian ini belum mengulas secara 

mendalam dampak sosial dari kebijakan tersebut terhadap meningkatnya praktik pernikahan 

siri maupun terhadap kepastian hukum dalam sistem kewarisan nasional. 

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan siri sah menurut syariat Islam 

apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum 

menurut negara karena tidak dicatatkan secara resmi. Akibatnya, anak yang lahir dari 

pernikahan siri belum memperoleh hak waris secara langsung menurut hukum positif, 

melainkan hanya dapat memperoleh bagian melalui mekanisme wasiat wajibah sebagaimana 

diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Dari perspektif fiqih mawaris, anak yang lahir 

dari pernikahan siri tetap memiliki hubungan nasab yang sah sehingga pada dasarnya berhak 

memperoleh warisan. Oleh karena itu, pemberian hak melalui wasiat wajibah dipandang 

sebagai bentuk perlindungan hukum dan kemaslahatan bagi anak dalam sistem hukum 

nasional, meskipun mekanisme tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip fiqih 

mawaris. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengajuan itsbat nikah menjadi salah satu 

upaya hukum yang dapat dilakukan agar pernikahan memperoleh pengakuan negara sehingga 

anak memperoleh status hukum yang sah beserta hak warisnya. 

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum 

keluarga Islam dan hukum kewarisan, khususnya mengenai sinkronisasi antara hukum Islam 

dan hukum positif dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak yang lahir dari 

pernikahan siri. Hasil penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai penerapan SEMA 

Nomor 3 Tahun 2023 sebagai instrumen perlindungan hukum melalui mekanisme wasiat 

wajibah sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan hukum 

kewarisan di Indonesia. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi SEMA Nomor 3 

Tahun 2023 melalui penelitian empiris di Pengadilan Agama, menelaah efektivitas pemberian 

wasiat wajibah terhadap perlindungan hak anak hasil pernikahan siri, serta menganalisis 

dampak penerapan kebijakan tersebut terhadap perkembangan hukum kewarisan Islam dan 

hukum positif di Indonesia. 
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